
BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR lztt IKPTS/ rx 12A25

TENTANG

PENGESAIIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI
ANTAR WAIffU (PA!Y) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF

PADA DESA KEDI DI KECAMATAN LOLODA
KABUPATEN HALMATIERA BARAT

\,'ienimbang

BUPATI HALMAHERA BARAT

bahrva sehubungan dengan terjadinya kekosongan Anggota Badan Permusvaw-aratim Desa (BPI))
Desa Kedi Kecatrratana Loloda dikarenakan meninggal dunia dan adanya pengunduran diri.
rnaka dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Halmaliera
Barat Nomor I Tahun 2019 tenta:rg Badan Petmusyawratan Desa, dipanda:rg perhr rnenetapkan

Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Pennusyaralvatar Desa (BFD) Pengganti Antar Waktu
(PAW) menjadi Anggota Badan Pemrusyarawatan Desa (BPD) Defrnitif pada Desa Kedi di
Kecarnatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan

Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badari Pemrusyawaratan Desa

(BpD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Kedi Kecanratan Loloda Kabupaten

Hahnaliera tsarat;

Mengingat l. Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nornor Talrun 1957

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra

Tingkat I lvlaluku rnenjadi Undang-undang:

2. Undang-undang Nornor 6 fahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang lt{omor 46 Tahun

1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor I 'fahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utarq
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula- I(abupaten Hahnaliera Tirrur dan

Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Lltara;

4. Undang-undang N-omor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ten'i.ang Desa;

6. Undarrg-undang i.'lomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangarr antara Pemerintah Pusat dan

Daerah:

7. Peratulan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pernbalian atas Feraturar Pernerintah

Nornor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nornor 6 Tahun 2014

ll-entang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Penjelasan Keuangan Daerah.

9. Peraturan fufenteri Dalam Negeri RI No ll0 Tahun 20i6 T'entang Badan Pennusyawaratan

Desa;

10. Peraturan menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelotraan

Keuangan Daerah:

I L Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I Tahun 2019 Tentang Badan

Pennusyarawatan Desa,

12. Peraturan Daerah Kabupaten I{ahnahera llarat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Balat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentrikan dan
susunan perangkat f)aerah :

13. Peraturan Daerah l..abtrpoten F{aLnahera Barat Notnor 1 Tahun 2O24;

tentang APBD Kabupaten Haknahera Barat Tahun Anggaran 2024:
14. Peraturan Bupati Hahnahera Barat Nomor I Tahrur 2024 tentang

penjabaran .APBD Tahun Anggaran 2024; X

b.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

K EMPAT :

I(ELIMA

Surat Camat Loloda Nomor . 140115712025 tanggal 12
penerbitan SK

Agustus 2025 Perihal : Usr:lan

NfEMTJTUSKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan
Pergantian Antar Waktu (PAW} pada Desa
Halmahera Barat;

PermusyaN'aratan Desa (BPD) Delenitif
Kedi di Kecamatan Loloda Kabupaten

KEENAM

Masa Bhakti Anggota Badan PennusyawaratanDesa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah
melaqjutkan sisa rnasa bhakti Anggota Badan Permusys*,aratan Desa (BPD) yang di
gantrkan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyalvarah dan atar"r pilih kernbali 1

(satu) kali masa jabatan berikutnya;

Bagi Anggota Badan Pentusyar,v&tatan Desa (BPD) periode sebelr"rmnya yang di karenakan
sesuatu dan lain hal telah rnengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten
flalmahera Barat dengan ini menyarnpaikan ucapan terima kasih dan penghargaai'l \rans
setinggi-tinggin-va atas Dharma Baktin5:a kepada Bangsa dan Negara selarna ini;

Badan Perinusya*aratan Desa (BFD) Pergantian Astar Waktu daiam melaksanakan
tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman
pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenli.
maka secara otomatis Anggota tsadan Pennusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu
menggantikannya;

Dengan Berlakunva Keputusan ini maka Keputusan Bupati Hahnahera Barat Nomor
172/KPTS/VII12024 khususnya Kolom I Nomor I dan 2 Desa Kedi di nyatakan di cabut
dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 1 li 9e.lVanaer 2025

BTIPATT

KETUruH

Pejabat Paraf

Sekrstaris Daerah

^ ll-Ass, Bid Pem & Kesra. twl
Kepala DPMPD r
Kabag Hukum & Org V
lembusan . disampaikan kepada,
Yth l. Gubernur l\,laluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpcl & L,inmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
J. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4 Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Hairnahera Barat di Jailolo.
5 Camat Loloda di Kedi
6 Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

YAMES UANG

d



I,AIT,{IIIRAN :

DAFTAR

KEpUTUS;\N BUPATI HAr.N.{AHERA BARA'I NON',OR t2\ ,*p"t'S; t// tltlUX 20?*{

'TANGGAL t5' 9e?Tet',n\be{?- TAI-{U}',1 2425

: PtrNGESAHAN PENGANGKATAI\i ANGOOTA BAOAN PEI{\{LJSYAWARATAN I}ESA iBPDi

PERGANTIAN ANTAR WAKTL' (PAW) PADA DESA iiEDi Dl KECAN'{i\TAN LOLODA

KAB UPATEN HALM,THERA BARAT.

NO ]\AMA DESA NAMA ANGGOTA YANG
BERAKIIIR MASA IIUGAS

NAMA ANGC,OTA YANG
DIANGKAT

JABATAN

I t 3 {

I KEDI 1.

7

SOLFIANA PONTHO

MEFAL KUNDIMAN

I.WOLTER DAKO

2. BENSELINA NORCE MALUE

ANGGOTA
ANGC,OTA

YAMES UANG

Ass. Ilid Pern & Kesra.

Kabag Hukum & Org


